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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.857, 2019 KEMENKUMHAM. LPKA. Organisasi. Tata Kerja.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja
Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang efektif dan
efisien perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pembinaan Khusus Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus

Anak;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5372);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1148),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 532);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1135);
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6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1148)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 532), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 56
(1) Ketentuan mengenai jumlah, nama, kelas, wilayah
kerja, dan tempat kedudukan LPKA di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2) Perubahan terhadap Keputusan Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
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(3)

setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.

Bagan susunan organisasi LPKA tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 2 (dua) pasal,

yakni Pasal 57A dan Pasal 57B yang berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 57A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, LPKA

yang telah ada berdasarkan:

a. Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan
Khusus Anak; dan

b. Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pembinaan Khusus Anak,

ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus ditetapkan pada saat Peraturan

Menteri ini diundangkan.

Pasal 57B

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Lampiran I Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pembinaan Khusus Anak; dan
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